BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR
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TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
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Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah serta memberikan
landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian
visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950; tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2.Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

8.Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023
Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 106 Tahun 2021
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2021 Nomor 106);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2021 Nomor 121);

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:...
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Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya, disingkat Renstra BLUD adalah dokumen
perancanaan yang disusun untuk menjelaskan strategis
pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi
sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik
analisis bisnis berdasarkan RPJMD Kabupaten Bondowoso
Tahun 2025-2029.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN

(1)

MASYARAKAT
Pasal 2

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tahun 2025-2029
merupakan  penjabaran dari RPJMD  Kabupaten
Bondowoso Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas
Kesehatan 2025-2029.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam penyusunan
Renja dan RBA BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Renstra BLUD UPTD Puskesmas diberlakukan untuk 25 (dua
puluh lima) Puskesmas se Kabupaten Bondowoso yakni:

TOPHErRTIFR MO QOO

Puskesmas Macsan;
Puskesmas Grujugan;
Puskesmas Tamanan;
Puskesmas Jambesari;
Puskesmas Pujer;
Puskesmas Tlogosari;
Puskesmas Sukosari;
Puskesmas Sumber Wringin;
Puskesmas Tapen;
Puskesmas Wonosari;
Puskesmas Tenggarang;
Puskesmas Nangkaan,;

. Puskesmas Kotakulon;

Puskesmas Kademangan;
Puskesmas Curahdami;
Puskesmas Binakal,

q.Puskesmas...



Puskesmas Pakem;
Puskesmas Wringin;
Puskesmas Tegalampel;
Puskesmas Klabang;
Puskesmas Taman Krocok;
Puskesmas Sempol,

. Puskesmas Botolinggo;
Puskesmas Prajekan;
Puskesmas Cermee.
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BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 4

Penyusunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas memuat:
a.rencana pengembangan layanan;

b.strategi dan arah kebijakan;

c. rencana program dan kegiatan; dan

d.rencana keuangan.

Pasal 5

(1) Sistematika Renstra BLUD UPTD Puskesmas disusun sebagai
berikut:
a. bab I berisi mengenai pendahuluan;

bab II berisi gambaran pelayanan puskesmas;

bab III berisi permasalahan dan isu strategis puskesmas;

bab IV berisi visi, misi, tujuan dan arah kebijakan:

bab V berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan

kerangka pendanaan; dan
f. bab VI berisi penutup.

(2) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal \0 Oxtober 2028
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Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Qwtober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,
ﬁfw’
FATHUR ROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 3\



BABV
PENUTUP

Rencana strategis Puskesmas Botolinggo Kabupaten Bondowoso ini
merupakan suatu rencana kegiatan selama 5 tahun (tahun 2025 - 2029) yang
didalamnya memuai penjelasan-penjelasan tentang visi, misi, tujuan dan
sasaran, serta strategi yang memuat mengenai kebijaksanaan organisasi,
program operasional organisasi dan kegiatan organisasi untuk mewujudkan
visi Pemerintah Daerah Bondowoso.

Dengan rencana strategi yang merupakan rambu-rambu untuk
mewujudkan visi, misi, maka diharapkan nantinya kinerja Puskesmas
Botolingge dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Rencana sirategi Puskesmas Botolinggo
Kabupaten Bondowoso mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal,
untuk itu perlu masukan dan saran-saran uniuk rencana perbaikan.
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